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LKPJ Terakhir Gubernur lrwan Prayitno
Disampaikan Melalui Video Daring
Padang, Singgalang

Laporan keterangan Per-
tanggungjawaban (LKPJ)
terakhir Irwan PraYitno
sebagai Gubernur Sumbar,
dirapatparipurnakan mela-
lui video daring oleh DPRD

Surnbar, Senin (11l5). LKPJ
tersebut meruPakan LKPJ
tahun kelima yang meru-
pakan tahun terakhir masa
jabatan Irwan sebagai gu-

bernur dua periode.' Untuk
LKPJ Tahun 2020 akan
dibacakan oleh Penang-
gung jawab (PJ) gubernur
yang akan ditunjuk Peme-
rintah pusat mengganti
Irwan sebelum dilantiknYa
gubernur baru mendatang.

RAPAT PARIPURNA - Unsur pimpinan DPRD dan sejumlah anSSota

dewan saat rapat paripurna bersama gubernur melalul vldeo daring

membahas LKPJ Tahun 2020,Senin (11l5). (ist)

Ketua DPRD Sumhar,
Supardi mengatakan Irwan
telah menyampaikan nota
pengantar LKPJ tersebut
pada DPRD. Seluruh ang-
gota dewan akan membaca
LKPJ tersebut secara me-
nyeluruh. Kemudian baru-
lah menvampaikan tangga-
pan, komentar atauPirn sa-

ran untuk perbaikan roda
pemerintahan Sumbar ke
depan.
. Supardi mengatakan
walaupun rapat PariPurna
tersebut digelar secara ilar-
ing namun tidak meng-
ganggu efektifrtas dan oPti-

Bersambung ke hlm A-7

LKPJ ...
malnya'DPRD dalam mgnjalankan
fungsi.pengawasan gerkait LKPJ terse-
but.

"Dalam masa pandemi Covid-19
memar]g kita menghindari acara yang
mengumpulkan banyak orang. Namun
tentu saja agenda-agenda penting tetap
bisa dilaksanakan, salah satunya
pembahasan LKPJ ini," ujar Supardi.

Menurut Supardi, justru LKPJ terse-
but telah terlambat disampaikan ke
DPRD karena secara aturannya LKPJ
harus diserahkan paiing lambat 3 bulan
setelah berakhirnya masa anggaran.
Sehingga untuk LKPJ tahun.201.9
seharusnya sudah disampaikan akhir
Maret 2020.

DPRD lanjut Supardi, memberikan
beberapa catatan terkait LKPJ ini.
Beberapa diantaranya merupakan
kekurangan yang perlu diperbaiki dan
juga pekerjaan rumah yang belum
selesai.

Di antaranya, terkait masih ambura-
dulnya data kemiskinan (PKS/DTKS)
provinsi. Hal ini akhirnya mengaki-
batkan terhambatnya penydluran
bantuan langsung tunai (BLT) untuk

masyarakat selama pembatasan sosial
berskala besar (PSBB) di masa pandemi
covid 19. Kemudian, terkait belum
baiknya pengelolaan dan penataan aset
daerah milik Sumbar.

"Banyak hal lain yang juga belurn
tuntas seperti penyaluran beasiswa
pendidikan yang berasal dari hibah
dana PT. Rajawat. Padahal dana ada,
namun sudah bertahun-tahun belum
sepeser pun disalurkan untuk bantuan
bagi siswa-siswa tak mampu," ujarnya.

Selain itu, Supardi mengatakan
DPRD perlu mempgrtimbangkan dan
menilai apakah ada perkembangan
penyampaian LKPJ tatiun 209 di-
banding tahun 2018. Sehingga akan
bisa dinilai ada tidaknya peningkatan
kinerja gubernur.

Sementara itu, gubernur Irwan
Prayitno melalui video daring mema-
parkan realisasi anggaran tahun 2019
yang masih.bersifat tentatif. ItEl ini
dikarenakan belum selesaliya audit
oleh badan pemeriksa keuangan (BPK).

Namun secara garis besar, Irwan
menyebutkan ada peningkatan indeks
IPM setiap tahunnya. IPM tahun 2019
juga lebih tinggi 0,5 persen dibanding
rata-rata IPM nasional. (401)


